BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Prosedur akuntansi pendapatan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten
Ngada Tahun 2017 belum berjalan sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, yaitu peraturan permendagri No.64 tahun 2013 dan PP 71 tahun 2010.
Hal ini ditunjukan dalam prosedur akuntansi yang dimulai dari jurnal sampai
laporan keuangan. Prosedur akuntansi Pendapatan daerah terdiri atas tiga unsur
yaitu:

1. Pengakuan pendapatan.

Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada mengakui semua pendapatan, jika
timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya sumber daya yang masuk ke
Badan Keungan Kabupaten Ngada

2. Pengukuran pendapatan
Pihak Badan Keuangan kabupaten Ngada mengukur dengan menggunakan nilai

nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan.

3. Penyajian atau pelaporan

Penyajian prosedur akuntansi pendapatan daerah pada Badan Keuangan
Kabupaten Ngada Tahun 2017, belum sesuai dengan PERMENDAGRI dan PP
71 tahun 2010. Hal ini telah di tunjukan dalam laporan keuangan yang yaitu
jurnal yang masih berbasis kas,

4. Faktor Penghambat pencatatan laporan keuangan adalah sumber daya manusia,
kurangnya tenga kerja, sarana dan prasarana, jaringan internet.
6.2 Saran

Bagi kantor Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus lebih memperhatikan dalam

hal menyelesaikan prosedur akuntansi keuangan daearah:
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1. Pengakuan akuntansi pendapatan
Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus mengakui pendapatan sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan yaitu PP 71 Tahun 2010 yaitu basis akrual.

2. Pelaporan akuntansi Pendapatan
Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus lebih memperhatikan dalam
menyelesaikan prosedur akuntansi sesuai dengan Peraturan yang telah
ditetapkan. Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus mencatat semua
penerimaan yang menjadi pendapatan daerah, termasuk dana bos agar tidak jadi
perselisihan.

3. Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus lebih memperhatikan dalam
menyelesaikan  prosedur akuntansi pendapatan daerah, misalnya dengan
memperhatikan:

a. Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus memberi bimbingan
atau pelatihan kepada karyawan agar dapat memahami prosedur
akuntansi khusunya pada bagian pendapatan

b. Untuk mempermudah penyelesaian laporan keuangan khususnya pada
bagian pendapatan, pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus
merekrut tenaga kerja akuntansi yang handal dalam mengelola
keuangan daerah khususnya akuntansi pendapatan

c. Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada sebaiknya melengkapi
sarana dan prasana, agar mempermudah dalam menyelesaikan laporan

keuangan khusus pendapatan daerah.
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